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Winda Kusuma Dewi, S351508042, STATUS HUKUM KEPEMILIKAN 
HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG 
MENIKAH DENGAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN 
PEMISAHAN HARTA DENGAN PENETAPAN (STUDI PENETAPAN 
NOMOR 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr), 2017, Program Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan 
masalah mengenai status hukum hak atas tanah yang diperoleh warga negara 
Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian perkawinan 
berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr dan pengaturan hak atas 
tanah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa 
perjanjian perkawinan agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi warga negara 
Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan 
pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis 
normatif yang bersifat preskriptif. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisis 
bahan hukum yang digunakan adalah dengan silogisme dan interpretasi dengan 
menggunakan pola berfikir deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
Status hukum hak milik atas tanah yang diperoleh warga negara Indonesia yang 
menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian perkawinan berdasarkan 
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr pada saat tanah tersebut dibeli menjadi 
batal karena hukum dan status tanahnya menjadi Tanah Negara, karena sesuai 
dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA pembelian tanah yang dilakukan tersebut 
menyebabkan secara tidak langsung memindahkan hak kepemilikan atas tanah 
kepada warga negara asing meskipun dalam Sertipikat Hak Milik tertulis atas 
nama isteri (Pemohon I) yang merupakan warga negara Indonesia. Pengaturan hak 
atas tanah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing 
tanpa perjanjian perkawinan agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi warga 
negara Indonesia, yaitu dengan membuat pengaturan lebih lanjut bahwa tanah hak 
milik yang diperoleh selama perkawinan karena jual beli status hak atas tanahnya 
akan menjadi hak pakai dengan syarat Warga negara Indonesia tidak kehilangan 
kewarganegaraannya, pasangan yang berkewarganegaraan asing berkedudukan di 












Winda Kusuma Dewi, S351508042, LEGAL STATUS OF LAND OWNERSHIP 
RIGHTS OF INDONESIAN CITIZENS WITH FOREIGN NATIONALS 
SPOUSE WITH  MARITAL AGREEMENT OF PROPERTY SEPARATION 
WITH DETERMINATION (STUDY OF REGULATION NUMBER 
141/Pdt.P/2015/PN.Bgr), 2017, Public Notary Studies, Faculty of Law, 
Universitas Sebelas Maret 
Objectives of this research are to find out answers to the research 
problems concerning the legal status of land ownership rights of Indonesian 
citizens who are married to foreign nationals without a marriage agreement 
according to Regulation Number 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr, and the regulation of  
land ownership rights of Indonesian citizens  who are married to foreign 
nationals without a marriage agreement in order to fulfill a sense of justice for 
Indonesian citizens. 
This research is a prescriptive, legal juridical, normative research using 
methods of law and conceptual approaches. Law and legal materials included in 
this research are primary, secondary, and tertiary law and legal materials. This 
research uses literature study as law and legal materials collecting technique. To 
analyze the law and legal materials this research uses syllogism  and 
interpretation based on deductive thinking pattern. 
Based on the research result and discussion, it is concluded that the legal 
status of land ownership rights obtained by Indonesian citizens who are married 
to foreign nationals without a marriage agreement based on the Regulation 
Number 141 / Pdt.P / 2015 / PN.Bgr at the time the land was purchased was 
canceled before the law and the status of the land became State Land. As in 
accordance with Article 26 paragraph (2) of the LoGA, the purchase of land 
carried out causes indirect transfer of the land ownership rights to foreign 
nationals even though the Certificate of Ownership is written on behalf of the wife 
(Petitioner I) who is an Indonesian citizen. In order to fulfill a sense of justice for 
Indonesian citizens, the land ownership rights of Indonesian citizens who are 
married to foreign nationals without a marriage agreement  is regulated by 
making further arrangements. The rights status on the land of property acquired 
during marriage, due to the sale and purchase, will be land usage rights on 
conditions that the Indonesian citizens do not lose their nationality, foreign 
spouses domiciled in Indonesia and their presence may benefit the development of 
Indonesia. 
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